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Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam berbagai disiplin ilmu,
termasuk ilmu administrasi negara. Seiring dengan munculnya Environmental Informatics sebagai
bidang interdisipliner yang menggabungkan teknologi informasi dengan pengelolaan lingkungan,
ilmu administrasi negara perlu melakukan transformasi taksonomi untuk merespons tantangan ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam taksonomi ilmu administrasi negara
terkait penerapan Environmental Informatics di era digital. Metode yang digunakan adalah kajian
literatur yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa taksonomi ilmu administrasi negara telah bertransformasi dengan
mengintegrasikan elemen teknologi informasi dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan. Kesimpulannya, ilmu administrasi negara harus beradaptasi dengan
perubahan teknologi untuk menjaga relevansi dalam merespons isu-isu lingkungan di era digital.

Kata kunci: Transformasi, llmu Administrasi Negara, Taksonomi limu, Environmental Informatics,
Era Digital

Abstract

The rapid development of digital technology has driven significant changes across various
disciplines, including public administration science. With the emergence of Environmental
Informatics as an interdisciplinary field combining information technology and environmental
management, public administration science must undergo a transformation in its taxonomy to
address this challenge. This study aims to analyze the changes in the taxonomy of public
administration science related to the application of Environmental Informatics in the digital era. A
literature review methodology was used to gather and analyze relevant sources. The findings
indicate that the taxonomy of public administration science has transformed by integrating
information technology elements into public policy related to environmental management. In
conclusion, public administration science must adapt to technological changes to remain relevant
in addressing environmental issues in the digital era.

Keywords : Transformation, Public Administration Science, Taxonomy Of Science, Environmental
Informatics, Digital Era

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak
besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk terhadap llmu Administrasi Negara. Salah
satu transformasi signifikan yang muncul adalah berkembangnya konsep Environmental
Informatics, yaitu integrasi antara ilmu lingkungan dan teknologi informasi. Perkembangan ini
menjadi tantangan bagi struktur tradisional dalam llmu Administrasi Negara yang sebelumnya lebih
menitikberatkan pada aspek kelembagaan, birokrasi, dan kebijakan publik (Syarifah et al., 2023).
Transformasi digital mendorong administrasi publik untuk beralih pada pendekatan yang
menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berbasis data,
bersifat adaptif, serta responsif terhadap tantangan ekologis global (Widnyani et al., 2021,
Hermansyah et al, 2022). Berbagai penelitan menunjukkan bahwa teknologi informasi
memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sistem
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informasi geografis (GIS), penginderaan jauh, serta analisis data lingkungan menjadi sarana
utama dalam mendukung perencanaan kebijakan publik yang lebih ramah lingkungan dan
berbasis bukti. Dalam praktiknya, penggunaan platform digital turut membantu deteksi dini
terhadap bencana ekologis, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengelolaan risiko iklim secara
lebih sistematis dan akurat (Syarifah et al., 2023; Wahyudi et al., 2023). Pendekatan digital
semacam ini memberikan peluang besar bagi Ilmu Administrasi Negara untuk tidak hanya
menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam konservasi lingkungan
dan mitigasi perubahan iklim (Amalia & Anwar, 2023).

Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara juga
semakin dianggap penting untuk membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dalam
menghadapi tantangan digitalisasi dan degradasi lingkungan secara bersamaan (Yulisman et al.,
2024; Putri et al., 2022). Dengan demikian, transformasi keilmuan dan kelembagaan di bidang
administrasi negara menjadi keharusan agar tetap mampu memberikan solusi terhadap masalah-
masalah lingkungan secara komprehensif (Saputri et al., 2022). Organisasi dan institusi publik kini
dituntut untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berbasis
teknologi, seiring dengan pergeseran menuju era digital dan kebutuhan akan kebijakan yang
berpihak pada keberlangsungan lingkungan hidup (Adiwijaya et al., 2023; Saifuddin & Fathony,
2022). Hal ini menandakan bahwa taksonomi llimu Administrasi Negara perlu diperbaharui agar
tetap mampu menjawab persoalan-persoalan strategis seperti krisis lingkungan, tata kelola
ekologi, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab (Karyono et al., 2024; Dairoh et al.,
2021).

Secara epistemologis, taksonomi ilmu merepresentasikan struktur konseptual dan
kerangka kerja suatu disiplin keilmuan. Dalam ranah ilmu administrasi negara, struktur taksonomi
tersebut pada umumnya terpusat pada domain pengelolaan birokrasi, perumusan dan
implementasi kebijakan publik, serta manajemen pemerintahan (Evdokimova et al., 2021). Namun,
dinamika perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kebutuhan akan pengambilan keputusan
berbasis data mendorong urgensi pembaruan kerangka keilmuan tersebut. Teknologi informasi,
seperti big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan blockchain, kini menjadi instrumen
penting dalam mendukung keputusan berbasis bukti untuk kebijakan lingkungan (Valiyeva, 2024;
3o1oB & Gubanov, 2021). Digitalisasi yang telah merambah sektor publik membawa konsekuensi
serius terhadap bagaimana pemerintah bekerja dan merespons kebutuhan masyarakat.
Ranchordas (2022) menyoroti bahwa digitalisasi pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi
layanan publik, tetapi juga menghadirkan risiko eksklusi digital, terutama bagi kelompok rentan.
Dengan demikian, reformulasi taksonomi ilmu administrasi negara juga perlu mengedepankan
prinsip inklusivitas dan keadilan akses dalam era digital. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa
kebijakan publik berbasis teknologi harus tetap menjamin partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas (Suleimenova, 2023; 2= J &6 1 e a3 JaY), 2023).

Pemahaman terhadap Environmental Informatics dipandang sebagai elemen strategis yang
krusial dalam mendukung praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama di tengah
meningkatnya kompleksitas permasalahan ekologi global yang menuntut respons cepat, akurat,
dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks administrasi publik tidak hanya
berfungsi mempercepat proses administratif secara teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi
lintas sektor dan kolaborasi lintas disiplin ilmu melalui pengembangan sistem informasi lingkungan
yang terintegrasi, terbuka, dan bersifat real-time (3otoB & Gubanov, 2021). Sejalan dengan arah
transformasi digital tersebut, Makarova (2021) menegaskan bahwa penerapan teknologi
blockchain dalam ranah administrasi publik memiliki potensi besar untuk meningkatkan
transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas tata kelola, khususnya dalam pengelolaan sumber daya
alam yang kerap menghadapi tantangan dalam aspek distribusi, pelacakan, dan verifikasi data. Di
sisi lain, temuan yang disampaikan oleh Arief et al. (2023) dan Moiseev et al. (2021) menunjukkan
bahwa adopsi sistem digital dalam berbagai prosedur administrasi publik terbukti dapat
memperkuat efektivitas pelayanan birokrasi, menekan inefisiensi struktural, serta meningkatkan
kepuasan masyarakat terhadap performa lembaga pemerintah. Hal ini menjadi sinyal penting
bahwa ilmu administrasi negara perlu terus bertransformasi dan bersifat adaptif terhadap dinamika
inovasi digital, dengan menyusun taksonomi baru yang mengintegrasikan teknologi informasi
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sebagai instrumen utama dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif, efisien,
dan berkelanjutan.

Kepercayaan publik menjadi faktor penentu dalam adopsi teknologi dalam pemerintahan.
Bodemer (2023) dan Reyna et al. (2020) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital
dalam sektor publik sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola
data dan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, reformulasi taksonomi administrasi negara
perlu disertai dengan strategi penguatan kepercayaan melalui pendekatan etis, regulatif, dan
partisipatif. Dalam penelitian ini, dilakukan telaah pustaka mendalam untuk memetakan ulang
taksonomi ilmu administrasi negara sebagai respons terhadap tantangan Environmental
Informatics. Kajian ini tidak hanya mengevaluasi struktur tradisional ilmu, tetapi juga
mengeksplorasi bagaimana integrasi data science, kecerdasan buatan, dan teknologi digital
lainnya dapat memperkuat paradigma administrasi publik di era lingkungan digital (Moiseev et al.,
2021; Sulisdyantoro & Marzuki, 2023).

Akhirnya, perubahan taksonomi ini harus memperhitungkan dimensi keberlanjutan dan
keamanan lingkungan digital. Integrasi data inovatif melalui platform teknologi canggih menjadi
sangat penting dalam menjawab tuntutan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab di
tengah krisis iklim global (Suleimenova, 2023; Rakhmeeva & Animitsa, 2020). Oleh sebab itu,
transformasi ilmu administrasi negara menuju pendekatan yang lebih transformatif dan
interdisipliner merupakan keniscayaan. Kukharenko dan Yankevskiy (2023) menegaskan bahwa
manajemen proses digital dalam organisasi publik harus diarahkan pada efektivitas, ketahanan,
dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam membangun struktur keilmuan administrasi negara
yang tidak hanya modern dan digital, tetapi juga selaras dengan tantangan ekologis dan teknologi
kontemporer yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji secara mendalam
transformasi taksonomi limu Administrasi Negara dalam merespons perkembangan Environmental
Informatics di era digital. Pendekatan ini dipilih karena dianggap strategis dalam memberikan
landasan analitis yang memungkinkan peneliti untuk merangkum, mengkaji, dan mensintesis
berbagai gagasan, teori, serta temuan ilmiah dari sumber-sumber yang kredibel dan relevan
(Alfiriani et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah yang
dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, dengan memanfaatkan platform digital
seperti Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi: “limu
Administrasi Negara,” “Environmental Informatics,” “Transformasi Taksonomi Ilimu,” “Era
Digital,” dan “Governance and Sustainability.” Batasan waktu publikasi ditetapkan pada rentang
tahun 2020 hingga 2025 guna menjamin kemutakhiran dan relevansi data yang dianalisis
(Kurniawan & Santoso, 2024). Tahap analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi
(content analysis) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis tema-tema utama
dari literatur yang dikaji. Selain itu, digunakan perangkat lunak VOSviewer untuk
memvisualisasikan keterkaitan antar konsep dan kata kunci dari dokumen yang dianalisis.
Visualisasi ini mempermudah pemetaan struktur intelektual dan hubungan tematik dalam literatur
terkait, serta mengungkap frekuensi kemunculan, kekuatan hubungan, dan klasterisasi topik yang
mendominasi  diskursus  mengenai llmu  Administrasi Negara  dan Environmental
Informatics (Derlukiewicz et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visualisasi hasil analisis bibliometrik terhadap 611 dokumen publikasi ilmiah dengan
menggunakan perangkat lunak VOSviewer menghasilkan peta ilmu (science mapping) yang
menunjukkan dinamika perubahan taksonomi IImu Administrasi Negara dalam merespons
Environmental Informatics di era digital.
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Gambar 1. Visualisasi Jaringan Kata Kunci Terkait Transformasi llmu Administrasi Negara
dan Environmental Informatics di Era Digital

bl&el
life cyclvessr'n LY

v sustamabie velopilent

v
dig
iculturaffipformatic 'ng'u‘ igitalera
environm, ‘eriorm‘ﬂce v "Chvgeammg
‘ﬁ‘rma&s&n autism;

v ‘,5 ' memw bmvnfm;cs
ﬁrtlf@Wge e
o e tallsustaifiability o™
% Bt :‘a ¥ d|g|tﬂ an/ ES/SNNS
“nwral s° .Z a8 hewog n dlgi%@%@&n
a ; (tw Idtkehain
cor
¥ taxonomy hea e
ﬁag‘ o;% digital igmadism ‘W
carbon discigsUre project athabasc4ver basin
watefiguality %{a\ |
wr*fc ?obile @\nologies
health iwﬂnat\cs
bxomedicauyormancs
£ VOsviewer |

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Data diolah oleh Peneliti menggunakan VOSviewer, 2025

Dari pemetaan tersebut, ditemukan enam klaster utama yang terbentuk berdasarkan
kemunculan dan keterkaitan kata kunci yang sering digunakan. Klaster-klaster tersebut antara lain
berpusat pada tema: (1) sustainability governance, (2) digital transformation in public
administration, (3) environmental performance and informatics, (4) artificial intelligence in
policymaking, (5) platform-based governance, dan (6) taxonomy of public administration
disciplines.

Pergeseran Taksonomi ke Arah Isu Lingkungan dan Teknologi

Hasil visualisasi menggunakan VOSviewer menunjukkan dominasi kata kunci seperti
sustainability, environmental performance, dan life cycle assessment yang sangat erat kaitannya
dengan fokus kajian Environmental Informatics. Fenomena ini menandai adanya pergeseran atau
reorientasi dalam taksonomi limu Administrasi Negara yang sebelumnya lebih menitikberatkan
pada aspek tradisional tata kelola pemerintahan, kini mulai memasukkan isu lingkungan sebagai
variabel utama. Isu lingkungan tidak lagi hanya dianggap sebagai objek kebijakan administratif,
tetapi telah menjadi bagian integral dalam desain tata kelola, pengambilan keputusan, serta
evaluasi kebijakan publik (Widianti, 2022; Sari & Suharso, 2023). Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Putra & Sari (2023), pergeseran ini menandai transformasi paradigma keilmuan yang
mengarah pada pembangunan sistem tata kelola publik yang berbasis data lingkungan secara
real-time dan integratif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dan kebijakan
publik semakin mengadopsi pendekatan teknologi informasi untuk meningkatkan responsivitas,
akurasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Integrasi ini juga menguatkan prinsip
tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan degradasi
lingkungan global yang semakin mendesak (Putra & Sari, 2023).

Keberadaan environmental informatics membawa dimensi baru dalam IlImu Administrasi
Negara, yaitu penggabungan teknologi informasi dengan kajian lingkungan yang mengarah pada
evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Kombinasi penggunaan big data,
machine learning, dan sistem informasi spasial memberikan ruang bagi pemerintah dan pemangku
kepentingan untuk melakukan analisis mendalam dan prediktif terhadap dampak kebijakan
lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang didorong oleh platform digital memperkuat
prinsip co-production dalam tata kelola lingkungan, di mana masyarakat bukan hanya sebagai
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objek kebijakan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan
lingkungan (Amalia, 2022). Transformasi substantif ini menunjukkan bahwa paradigma Ilimu
Administrasi Negara kini menempatkan teknologi dan isu lingkungan sebagai pilar utama dalam
pengembangan kebijakan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pergeseran ini sangat
penting untuk menghadapi tantangan era digital sekaligus mewujudkan pembangunan yang ramah
lingkungan dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik (Widianti, 2022; Amalia, 2022).

Integrasi Teknologi Digital dalam Struktur Administrasi

Kemunculan istilah seperti digital transformation, Al, platform, dan bioinformatics
menunjukkan semakin kuatnya peran teknologi sebagai elemen krusial dalam pembangunan
administrasi modern. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa transformasi digital tidak hanya
berdampak pada teknologi itu sendiri, tetapi juga membawa konsekuensi besar terhadap struktur
dan mekanisme birokrasi. Menurut Febrianti et al. (2023), transformasi digital mendorong perlunya
pembaruan struktur birokrasi menjadi sistem yang lebih lincah (agile), adaptif, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berbasis teknologi. Oleh karena itu, reformasi
administrasi harus mengakomodasi perubahan ini agar dapat mendukung tata kelola publik yang
efektif dan inovatif. Kata kunci seperti artificial intelligence dan machine learning mengindikasikan
kecenderungan baru dalam proses pengambilan keputusan publik, khususnya di sektor-sektor
yang sangat sensitif seperti lingkungan, pangan, dan kesehatan. Pemanfaatan teknologi Al
memberikan keunggulan berupa presisi dan kecepatan dalam menganalisis dampak kebijakan
sekaligus merancang solusi berbasis prediksi yang lebih tepat sasaran. Rahmadani & Firmansyah
(2021) menegaskan bahwa penggunaan Al dalam kebijakan lingkungan memperkuat efektivitas
monitoring dan evaluasi dengan mengolah data dalam jumlah besar secara real-time, yang
sebelumnya sulit dicapai dengan metode konvensional.

Transformasi ini sejalan dengan konsep smart governance yang semakin populer dalam
tata kelola pemerintahan modern. Ramadhona & Helmi (2024) menguraikan bahwa teknologi
digital berperan sebagai alat penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan partisipasi
publik dalam pengambilan keputusan. Integrasi teknologi seperti data spasial, dashboard publik,
dan platform open government menjadi ciri khas pemerintahan digital yang tidak hanya mengubah
cara kerja birokrasi tetapi juga memperkaya taksonomi llmu Administrasi Negara. Pendekatan ini
memastikan bahwa administrasi negara dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan
sosial dan lingkungan yang kompleks serta menuntut inovasi berkelanjutan (Febrianti et al., 2023;
Ramadhona & Helmi, 2024).

Rekonstruksi Taksonomi Ilmu Administrasi Negara

Salah satu temuan utama dari hasil analisis adalah munculnya istilah taxonomy, yang
menandakan telah terjadinya refleksi mendalam baik secara metodologis maupun epistemologis
terhadap struktur keilmuan lImu Administrasi Negara. Taksonomi ini tidak lagi dipandang sebagai
kerangka yang kaku dan normatif, melainkan mengalami perluasan yang signifikan menuju
spektrum interdisipliner. Pendekatan baru ini melibatkan integrasi metode kuantitatif, sistem
informasi, serta rekayasa sosial yang berbasis pada data dan teknologi digital (Nugraha, 2022;
Zulfa & Ramadhani, 2023). Hal ini mencerminkan kebutuhan I[Imu Administrasi Negara untuk
bertransformasi agar mampu menjawab kompleksitas tantangan tata kelola modern yang semakin
dipengaruhi oleh teknologi dan isu keberlanjutan lingkungan. Konsep platform-based public
administration menjadi salah satu titik kunci dalam rekonstruksi taksonomi tersebut. Hubungan
kata kunci seperti governance, platform, collaborative system, dan digital policy mengindikasikan
bahwa administrasi publik kini tidak lagi terbatas pada institusi fisik dan hirarki tradisional.
Sebaliknya, administrasi negara menyebar secara virtual melalui jaringan digital yang
menghubungkan berbagai aktor secara kolaboratif. Alamsyah & Misnan (2021) menekankan
bahwa fenomena ini menandai titik transisi besar dalam definisi taksonomi administrasi publik,
yang kini bersifat lebih terbuka, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika teknologi dan sosial.
Pendekatan ini memungkinkan pengembangan teori dan praktik administrasi yang lebih adaptif
dan inovatif, sekaligus menguatkan partisipasi publik dalam tata kelola berbasis platform digital.
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Interkoneksi Global dan Arah Keilmuan Baru

Munculnya kata kunci seperti health informatics, climate change, dan agriculture
informatics menandakan bahwa limu Administrasi Negara telah bergerak melampaui batas-batas
tradisional yang selama ini terfokus pada birokrasi dan pelayanan publik saja. Bidang ini kini
mengarahkan perhatian pada isu-isu global yang bersifat kompleks dan lintas sektor, yang
membutuhkan pendekatan multidisipliner dan holistik. Sari & Suharso (2023) menegaskan bahwa
kemunculan konsep multi-level governance dan interconnected policy system merupakan indikasi
bahwa administrasi publik modern harus mengadopsi struktur yang lebih fleksibel, responsif, serta
berjejaring secara luas, tidak hanya dalam ranah nasional tetapi juga internasional. Perubahan
paradigma ini menuntut kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor dan aktor, baik dari sektor
publik, swasta, maupun masyarakat sipil. Febrianti et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas
tata kelola di era digital sangat bergantung pada integrasi sinergis di antara ketiga sektor tersebut
dalam kerangka polycentric governance. Pendekatan ini memungkinkan pembagian peran dan
tanggung jawab yang lebih jelas dan efisien, sehingga mendorong inovasi dan responsivitas dalam
menghadapi tantangan lingkungan, kesehatan, dan pertanian yang kian kompleks. Dengan
demikian, arah keilmuan Ilimu Administrasi Negara semakin terbuka untuk mengakomodasi
dinamika global yang saling terhubung dan membutuhkan solusi bersama secara lintas disiplin dan
lintas batas geografis.

Tantangan Teoretis dan Implikasi Praktis

Transformasi taksonomi limu Administrasi Negara di era digital ini membawa tantangan
yang kompleks dan mendalam, khususnya dalam aspek pembentukan kurikulum akademik,
metodologi penelitian, serta restrukturisasi institusi pendidikan dan riset administrasi publik. Model-
model klasik seperti command and control, birokrasi tradisional, dan pengambilan keputusan yang
bersifat top-down secara bertahap kehilangan relevansi dalam menghadapi dinamika tata kelola
modern yang semakin digital, partisipatif, dan adaptif. Fenomena ini menuntut refleksi mendalam
terhadap paradigma keilmuan agar mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan publik yang
lebih kompleks, lintas sektor, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi secara
optimal. Dari sisi metodologi, Ramadhona & Helmi (2024) menegaskan perlunya pergeseran
epistemologis ke arah data-driven policy science. Pendekatan ini menekankan penggunaan data
besar (big data), analitik lanjutan seperti bibliometrik, social network analysis (SNA), dan natural
language processing (NLP) sebagai alat utama dalam riset administrasi publik modern. Integrasi
metode ini memungkinkan analisis yang lebih kaya, prediktif, dan sistematis, sekaligus
memperkuat dasar empiris pengambilan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based
policy). Dengan demikian, penelitian administrasi tidak lagi hanya bersifat normatif dan teoretis,
melainkan lebih aplikatif dan kontekstual sesuai tuntutan digitalisasi dan kompleksitas sosial-
ekonomi.

Selain itu, tantangan teoretis juga tercermin dalam kebutuhan untuk memperkuat
kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara llmu Administrasi Negara dengan bidang teknologi
informasi, environmental informatics, dan ilmu sosial lainnya. Febrianti et al. (2023) menyoroti
bahwa reformasi kurikulum yang menggabungkan penguasaan teknologi digital dan wawasan
keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk membekali generasi akademisi dan praktisi masa
depan. Hal ini tidak hanya mencakup penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman
mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang dihasilkan.
Pendidikan administrasi negara harus mampu menyiapkan lulusan yang siap menghadapi
tantangan tata kelola publik yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terhubung secara global.
Dari perspektif praktis, Ramadhona & Helmi (2024) juga menggarisbawahi bahwa tantangan
utama terletak pada implementasi konsep-konsep baru tersebut dalam struktur birokrasi yang
sering kali rigid dan kurang adaptif terhadap inovasi digital. Oleh karena itu, transformasi keilmuan
ini harus diikuti dengan perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai di lembaga pemerintahan.
Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa pengetahuan baru dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik tata

kelola yang efektif dan berkelanjutan.
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SIMPULAN

Transformasi taksonomi lImu Administrasi Negara di era digital menegaskan pentingnya
integrasi teknologi informasi dan environmental informatics sebagai dasar tata kelola pemerintahan
yang modern dan berkelanjutan. Disiplin ini harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan
digitalisasi dan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, akademisi dan
praktisi disarankan memperkuat kerja sama dalam mengembangkan kurikulum dan kebijakan
berbasis teknologi serta keberlanjutan. Upaya ini penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola
publik sekaligus mendukung pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan
kebutuhan masyarakat.
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